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Abstract: Artikel ini membahas secara mendalam
bentuk dominasi militer dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik di Papua pada era
pascareformasi, dengan menggunakan pendekatan
hubungan sipil-militer subjektif sebagaimana
dikonseptualisasikan oleh Samuel P. Huntington
(1957) dan Rebecca L. Schiff (1995). Pendekatan ini
digunakan untuk memahami bagaimana militer tidak
hanya berperan dalam menjaga keamanan nasional,
tetapi juga memperluas fungsinya hingga ke ranah
sipil seperti pembangunan infrastruktur,
pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan
sumber daya ekonomi lokal. Melalui desain studi
kasus dan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini
menelaah dinamika relasi kekuasaan antara institusi
militer dan pemerintahan sipil di wilayah kepulauan
yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang
kompleks seperti Papua. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam
urusan non-pertahanan telah memperlemah
kapasitas kelembagaan sipil, mempersempit ruang
partisipasi masyarakat adat, serta memperdalam
kesenjangan kekuasaan antara pusat dan daerah.
Dominasi militer dalam proses kebijakan juga
menciptakan pola ketergantungan struktural
terhadap institusi keamanan negara. Oleh karena itu,
artikel ini merekomendasikan perlunya reposisi
peran militer agar kembali pada fungsi pertahanan
murni, serta penguatan institusi sipil dan kearifan
lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Penguatan civilian control dan partisipasi
masyarakat adat menjadi kunci menuju tata kelola
keamanan dan pembangunan Papua yang lebih
demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Keywords: hubungan sipil-
militer, kebijakan publik,
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PENDAHULUAN
Papua merupakan wilayah dengan tingkat kompleksitas geografis, sosial, dan politik yang

sangat tinggi dalam lanskap kebangsaan Indonesia. Sejak masa Orde Baru, kawasan ini menjadi
ruang kontestasi antara kekuasaan negara dan aspirasi masyarakat lokal yang menuntut
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pengakuan identitas serta keadilan pembangunan. Dalam konteks ini, militer Indonesia tidak
hanya berperan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, tetapi juga menjalankan fungsi-
fungsi sipil seperti administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan sosial
masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bentuk hubungan sipil-militer subjektif sebagaimana
dijelaskan oleh Huntington (1957), yaitu ketika militer menjalankan peran-peran sipil tanpa
adanya kontrol efektif dari otoritas politik, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam struktur
pemerintahan.

Burhanuddin (2016) menegaskan bahwa lemahnya institusi sipil dan terbatasnya kapasitas
birokrasi lokal memperkuat peran militer sebagai aktor dominan dalam pengelolaan kebijakan
publik di Papua. Selain itu, keterisolasian geografis Papua yang terdiri dari wilayah kepulauan
dan pegunungan menyebabkan kehadiran militer sering kali dipandang sebagai satu-satunya
representasi negara (Connell, 2013). Dalam pandangan Abdul Rivai Ras (2021), ketika negara
gagal menjangkau komunitas terpencil, militer tidak hanya hadir sebagai pelindung, tetapi juga
sebagai pembentuk tatanan sosial baru yang menggantikan fungsi pemerintahan sipil.
Berdasarkan kajian literatur, peran militer yang melampaui fungsi pertahanan ini menimbulkan
persoalan serius terhadap tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat adat, serta upaya
demokratisasi di Papua. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis lebih lanjut
relasi kekuasaan antara militer dan sipil dalam konteks kebijakan publik di Papua.

LANDASAN TEORI
Penelitian ini berlandaskan pada teori hubungan sipil-militer yang dikemukakan oleh

Samuel P. Huntington (1957) dan Rebecca Schiff (1995). Huntington melalui model civil-
military relations menekankan dua bentuk relasi utama, yakni hubungan objektif dan subjektif.
Dalam konteks Papua, pola yang muncul lebih dekat pada model subjektif, yaitu ketika militer
tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol sipil, melainkan turut mengambil alih fungsi-fungsi
pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam ruang
kebijakan publik akibat lemahnya kapasitas institusi sipil. Sementara itu, teori konkordansi dari
Schiff (1995) menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan pentingnya kesepahaman
(concordance) antara tiga elemen utama: militer, elite politik, dan masyarakat. Stabilitas
hubungan sipil-militer dapat terjaga apabila terdapat legitimasi dan kesepakatan bersama dalam
menentukan kebijakan nasional.

Untuk memperluas konteks analisis, penelitian ini juga menggunakan perspektif sosiologi
maritim yang dikemukakan oleh Connell (2013) dan Santos (2014). Connell melihat bahwa
dalam ruang geografis kepulauan seperti Papua, distribusi kekuasaan sangat dipengaruhi oleh
faktor geografis dan keterisolasian wilayah. Santos melalui konsep epistemologies of the South
menyoroti pentingnya pengetahuan lokal dan keadilan epistemik dalam merumuskan kebijakan.
Dengan demikian, teori hubungan sipil-militer dan sosiologi maritim menjadi dasar konseptual
untuk memahami bagaimana interaksi kekuasaan, legitimasi sosial, serta dimensi geografis
membentuk relasi antara militer, pemerintah sipil, dan masyarakat Papua.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang

difokuskan pada wilayah Papua. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara
mendalam dinamika relasi kekuasaan antara institusi militer dan sipil dalam konteks kebijakan
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publik. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang melibatkan laporan dari Amnesty
International, Human Rights Watch, publikasi akademik nasional maupun internasional, serta
dokumen kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis
tematik, yaitu proses pengelompokan dan penafsiran data berdasarkan pola-pola naratif yang
muncul dari dokumen dan literatur yang dikaji.

Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada dua model utama hubungan sipil-militer.
Pertama, model hubungan sipil-militer subjektif dari Huntington (1957) yang menjelaskan
dominasi militer terhadap struktur kekuasaan sipil. Kedua, teori konkordansi yang dikemukakan
oleh Schiff (1995), yang menekankan pembentukan legitimasi kekuasaan melalui kesepahaman
antara militer, elite politik, dan masyarakat. Untuk memperluas konteks analisis, penelitian ini
juga menggunakan perspektif sosiologi maritim dari Connell (2013) dan Santos (2014), yang
membantu memahami distribusi kekuasaan dalam ruang geografis kepulauan seperti Papua.

Secara keseluruhan, proses penelitian mengikuti empat tahapan utama, yaitu: (1)
perumusan dasar penelitian (laying the foundation), (2) perencanaan (planning), (3) pengumpulan
serta analisis data (information gathering and analysis), dan (4) implementasi hasil temuan
(acting on finding).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perluasan Peran Militer di Luar Fungsi Pertahanan

Dalam konteks wilayah Papua, institusi militer telah bergerak jauh melampaui batas-
batas konstitusional sebagai alat perlindungan negara saja, dan kian mengambil alih fungsi-
fungsi sipil yang secara formal berada di bawah kewenangan pemerintahan daerah dan
aparatur sipil negara. Aktivitas militer selaku pelaksana pembangunan infrastruktur,
penyaluran logistik, hingga penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan menunjukkan
adanya perluasan peran yang melewati kerangka pertahanan klasik. Sebagai contoh, program
seperti Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan operasi-operasi teritorial lainnya
tidak sekadar bertujuan pembinaan teritorial, melainkan juga telah menjadi medium bagi
militer untuk menancapkan kekuasaan strukturalnya dalam kehidupan masyarakat sipil. Hal
ini selaras dengan kerangka teoretis Samuel P. Huntington (1957) yang mengidentifikasi pola
relasi sipil-militer subjektif, yakni ketika militer tidak sepenuhnya berada di bawah kendali
sipil tetapi mengambil alih fungsi pemerintahan dan pembangunan publik.

Laporan oleh organisasi hak asasi manusia menyebut bahwa dalam distribusi dana
otonomi khusus dan bantuan pembangunan, militer tidak hanya memainkan peran pengawasan,
melainkan seringkali memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan mengenai
lokasi dan penerima manfaat. Paralel dengan ini, penelitian menunjukkan bahwa kondisi
kelembagaan sipil yang lemah dan birokrasi daerah yang terbatas di Papua memperkuat posisi
militer sebagai aktor dominan dalam pengelolaan kebijakan publik, terutama di wilayah
terpencil dan berkonflik. Akibatnya, legitimasi demokratis kebijakan publik di sana terdistorsi
oleh logika keamanan yang mengutamakan stabilitas daripada partisipasi aktif masyarakat atau
penghormatan terhadap hak warga negara.

Menurut studi terbaru, fenomena ini mencerminkan karakter relasi kekuasaan yang
asimetris: pemerintah sipil secara struktural bergantung pada militer sebagai pelaksana
pembangunan dan pengelola wilayah, yang pada gilirannya mengikis otonomi sipil dan
memperkuat rezim administratif berbasis komando bukan partisipasi. Keadaan ini di mana
militer menggantikan fungsi pemerintahan sipil secara operasional menandakan kembali
munculnya elemen dual-fungsi militer (dwifungsi) dalam praktik kebijakan publik di Papua.
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2. Ketergantungan Institusional terhadap Aktor Militer
Ketergantungan institusi lokal terhadap militer di wilayah Papua tidak semata muncul

dari kapasitas militer yang besar, melainkan terutama karena infrastruktur sipil yang lemah
dan kapasitas pemerintahan daerah yang terbatas. Medan geografis yang ekstrem, sulitnya
akses ke wilayah terpencil, serta kurangnya sarana logistik membuat militer sering kali
menjadi satu-satunya institusi yang mampu menembus keterbatasan tersebut baik dari sisi
tenaga, logistik maupun kecepatan operasional. Fenomena ini, sebagaimana dipaparkan oleh
Abdul Rivai Ras (2021), mengakibatkan terbentuknya struktur ketergantungan yang sifatnya
tetap: lembaga-sipil menjadi subordinat pelaksanaan inisiatif militer. Dalam kerangka relasi
kekuasaan, ketergantungan tersebut membentuk asimetri otoritas yang kurang sehat,
mempengaruhi perkembangan kapasitas sipil, dan bahkan menggerus semangat desentralisasi
yang menjadi tonggak otonomi daerah.

Menurut perspektif teoritis Peter D. Feaver (2003), hal ini dapat dijelaskan melalui
kerangka principal-agent, di mana aktor sipil (principal) sebetulnya memegang mandat
pengawasan, tetapi tidak memiliki cukup sumber daya maupun kompetensi untuk memonitor
dan mengendalikan aktor militer (agent). Ketika pengawasan minim, militer tidak hanya
mengeksekusi kebijakan, tetapi turut merancang dan mengendalikan implementasi kebijakan
tersebut sebuah kondisi yang dalam jangka panjang memunculkan rezim administratif berbasis
komando, bukan partisipasi masyarakat. Akibatnya, muncul kekosongan kepemimpinan sipil
yang kemudian dibenarkan oleh keberhasilan militer dalam mengisi kekosongan layanan dasar.
Padahal, ketergantungan jangka panjang terhadap militer justru akan melemahkan
pengembangan institusi daerah dan memperkuat militerisasi kebijakan public yang
bertentangan dengan prinsip tata kelola demokratis di negara sipil.

3. Terpinggirkannya Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Lokal
Dalam wilayah Papua, ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara bermakna

dalam proses pengambilan kebijakan publik nyaris terbatas masalah struktural ini secara
signifikan memperdalam krisis legitimasi negara di kawasan tersebut. Relasi sipil-militer
dalam kerangka teori seperti yang dijelaskan oleh Rebecca Schiff (1995) lewat model
konkordansi menekankan bahwa stabilitas hubungan sipil-militer sangat bergantung pada
terciptanya konsensus antara militer, elit politik dan masyarakat. Namun pada kenyataannya di
Papua, pola kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat top-down dan mengutamakan
logika keamanan ketimbang keterlibatan masyarakat adat atau pengetahuan lokal. Proyek
infrastruktur dan distribusi bantuan, misalnya, sering dijalankan tanpa konsultasi memadai
dengan komunitas adat yang sesungguhnya menguasai pengetahuan ekologis dan sosial
mendalam atas wilayah mereka sesuatu yang dirujuk oleh Boaventura de Sousa Santos dalam
kerangka epistemicide.

Pengabaian sistem pengetahuan lokal dikenal sebagai epistemic violence terjadi ketika
negara (melalui aktor militer atau keamanan) menerapkan kebijakan yang berbasis pada
persepsi ancaman atau stabilitas daripada kebutuhan dan pemahaman komunitas lokal.
Sebagaimana diungkap oleh John Connell (2013), dalam konteks geografis kepulauan dan
terpencil seperti Papua, pengabaian terhadap nilai dan pengetahuan lokal menyebabkan
resistensi sosial yang tidak selalu kentara melalui kekerasan langsung, melainkan melalui
ketidakpercayaan, marginalisasi politik, dan keterasingan sosial. Akibatnya, kesempatan untuk
membangun tata-kelola yang inklusif dan berakar pada komunitas tertutup. Kebijakan publik
lebih sering ditentukan oleh aktor eksternal daripada dihasilkan bersama oleh pemerintah dan
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masyarakat. Jika pola ini terus berlangsung, maka Papua berisiko tetap menjadi wilayah yang
“dikelola” oleh negara, bukan “diperintah bersama” oleh masyarakat dan pemerintah sebagai
subjek setara dalam demokrasi.

Studi-terkini memperkuat pandangan ini: misalnya penelitian terhadap komunitas
Kamoro people di Mimika menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi ekonomi dan
ekologi berbasis pengetahuan lokal, hambatan infrastruktur, sumber daya manusia, dukungan
pemerintah dan kerjasama antar-pemangku kepentingan tetap menghalangi partisipasi penuh
masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan (Anindhita et al., 2024). Juga, kajian tentang
pendidikan lokal suku Marori tribe di Papua Selatan menyoroti bahwa sistem pengetahuan
mereka berdasar cara hidup dan lingkungan budaya, namun belum terintegrasi secara penuh
dalam kebijakan pendidikan inklusif (Hastangka et al., 2024). Di ranah teori partisipasi,
penelitian dalam konservasi menunjukkan bahwa praktik penelitian yang benar-benar
partisipatif harus mendasarkan pada prinsip keadilan dan keterlibatan masyarakat sehingga
pengetahuan lokal dapat diintegrasikan secara etis ke dalam kebijakan publik.

Implikasi Kebijakan
1. Reformulasi Peran Militer dalam Fungsi Non-Pertahanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran militer dalam tugas-tugas sipil di
wilayah Papua harus melalui redefinisi agar tetap beroperasi dalam koridor profesionalisme
pertahanan. Walaupun keterlibatan militer dalam situasi darurat atau krisis logistik dapat
dibenarkan, keikutsertaan militer dalam fungsi sipil secara struktural dan jangka panjang harus
dihindari. Pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan yang membatasi operasi militer
dalam tugas-tugas sipil melalui instrumen pelaksana dari Undang-Undang TNI No. 34 Tahun
2004, serta memperkuat peran kementerian teknis dan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan fungsi pembangunan sipil. Kerangka teoritis agen-prinsipal yang
dikembangkan oleh Peter D. Feaver (2003) menyarankan bahwa pembatasan tersebut akan
menjaga agar hubungan antara pihak sipil sebagai “prinsipal” dan militer sebagai “agen” tetap
berada dalam koridor demokrasi dan mencegah kecenderungan ‘otoritarianisasi’ fungsi sipil
oleh militer.

Dalam konteks Papua, apabila militer mengambil alih secara langsung dan permanen
fungsi-fungsi yang seharusnya dikelola oleh pemerintahan daerah atau lembaga sipil, maka
terjadi pergeseran otoritas yang melemahkan supremasi sipil. Hal ini dapat menciptakan
situasi di mana militer bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai
perancang dan pengendali implementasi pembangunan, yang dalam jangka panjang merusak
prinsip pengawasan sipil dan akuntabilitas. Penelitian di bidang hubungan sipil-militer
Internasional menunjukkan bahwa ketika pemantauan sipil rendah dan biaya bagi militer
untuk “shirking” (menyimpang dari instruksi sipil) rendah, maka risiko dominasi militer dalam
kebijakan publik meningkat (Feaver, 2003).

Dengan demikian, dari perspektif kebijakan publik di Papua, reformulasi diperlukan
untuk memisahkan secara lebih tegas fungsi pertahanan dari fungsi pembangunan sosial-
ekonomi yang seharusnya dipegang oleh aktor sipil profesional. Penguatan kapasitas
pemerintahan daerah dan kementerian teknis menjadi penting agar tidak ada kekosongan
kelembagaan yang kemudian diisi oleh kehadiran militer secara struktural. Dengan begitu,
relasi antara sipil dan militer dapat diatur dalam kerangka demokratis: militer tetap profesional
sebagai penjaga kedaulatan, sementara sektor pembangunan dan layanan sipil dikelola oleh
pemerintahan sipil dengan akuntabilitas publik.
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2. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan ASN Lokal
Ketergantungan lembaga pemerintah daerah terhadap keterlibatan militer mencerminkan

rendahnya kapasitas administratif dan kelembagaan sipil, khususnya dalam ranah aparat
birokrasi lokal. Di wilayah seperti Papua, memperkuat aparatur sipil negara (ASN) dan
instansi pemerintah daerah menjadi langkah strategis yang tidak bisa dielakkan untuk
memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengurangi dominasi militer dalam fungsi-fungsi
pemerintahan sipil. Upaya penguatan tersebut mencakup rekruitmen lokal ASN, peningkatan
pelatihan teknis dan profesional, serta pelaksanaan desentralisasi anggaran yang disertai
mekanisme akuntabilitas yang kuat. Sebagaimana dianalisis oleh Rivai Ras (2021),
membangun ASN dari basis lokal adalah kunci untuk menurunkan legitimasi struktural militer
dalam pemerintahan sipil dan menciptakan struktur pemerintahan yang lebih responsif
terhadap konteks wilayah.

Penelitian mutakhir mendukung bahwa transformasi birokrasi di daerah tertinggal
seperti Papua memang mengalami hambatan signifikan mulai dari distribusi ASN yang tidak
merata, rendahnya kompetensi teknis, hingga keterbatasan infrastruktur digital dan anggaran.
Sebagai contoh, studi di Papua Barat menunjukkan bahwa reformasi ASN melalui rencana
strategis, pelatihan kompetensi, dan modernisasi sistem rekrutmen berbasis CAT telah
memperlihatkan kemajuan, tetapi masih dihadapkan pada tantangan seperti penggunaan
anggaran yang belum optimal dan kesenjangan kapasitas. Selain itu, penelitian mengenai
pengembangan kapasitas organisasi layanan lokal di Kabupaten Keerom, Papua juga
menunjukkan bahwa indikator-kapasitas seperti kepemimpinan, sistem dan struktur, sumber
daya manusia, serta manajemen pengetahuan hanya mencapai skor sekitar 52% dari skala
100% menandakan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki.

Dalam kerangka kebijakan, strategi penguatan ASN lokal perlu disesuaikan dengan
karakteristik geografis dan sosial Papua, serta memastikan bahwa pengalokasian anggaran dan
pelatihan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan pada peningkatan kinerja,
profesionalisme, dan akuntabilitas birokrasi. Registrasi ASN dari komunitas lokal, pelatihan
berkelanjutan berbasis kompetensi, serta sistem evaluasi kinerja yang transparan akan
membentuk birokrasi yang lebih mandiri dan responsif. Dengan demikian, struktur
pemerintahan daerah akan lebih mampu menjalankan fungsi sipil tanpa bergantung pada aktor
militer sebagai pelaksana utama, sehingga menegakkan prinsip supremasi sipil dan
desentralisasi yang sesungguhnya.

3. Rekognisi dan Inklusi Masyarakat Adat dalam Proses Kebijakan
Keterbatasan partisipasi aktif masyarakat adat dalam rangkaian pembuatan kebijakan di

Papua mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan restrukturisasi mekanisme
kebijakan yang bersifat lebih inklusif. Negara seharusnya membentuk suatu lembaga seperti
Dewan Kebijakan Otonomi Khusus Papua yang melibatkan representasi masyarakat adat,
tokoh perempuan, dan pemuda Papua sebagai mitra dalam proses perumusan hingga evaluasi
kebijakan publik. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka teori konkordansi yang
dikemukakan oleh Rebecca Schiff (1995), yang menegaskan bahwa legitimasi sosial yang
tercapai melalui konsensus antara militer, elite politik, dan masyarakat merupakan fondasi
penting untuk stabilitas relasi sipil-militer.

Lebih jauh, inklusi masyarakat adat merupakan langkah strategis untuk menghindarkan
apa yang disebut oleh Boaventura de Sousa Santos (2014) sebagai epistemic violence, yaitu



J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.5, No.1, Desember 2025

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5271 (online)

2379

pengabaian sistem pengetahuan lokal dalam kebijakan negara. Dalam konteks Papua,
pengabaian terhadap sistem nilai, budaya, dan pengetahuan ekologis masyarakat adat
menyebabkan proses kebijakan publik yang lebih banyak ditentukan oleh aktor eksternal dan
logika keamanan ketimbang aspirasi komunitas lokal. Studi telah menunjukkan bahwa
integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan bisa
memperkuat identitas, kapabilitas, dan keterlibatan komunitas adat dalam tata kelola.
Misalnya, penelitian tentang sistem pengetahuan adat suku Marori di Papua Selatan
menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga sistem
berpikir yang kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal.

Sementara itu, kajian tentang hak-masyarakat adat di Papua menegaskan bahwa
meskipun telah diadopsinya instrument internasional seperti United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), implementasi di lapangan masih jauh dari ideal
karena partisipasi masyarakat adat yang masih sangat terbatas. (Soetjipto, 2022). Oleh sebab
itu, kebijakan inklusi yang benar harus dirancang agar menyertakan masyarakat adat sebagai
subjek, bukan objek, dalam proses perencanaan dan implementasi. Dengan demikian, nilai-
nilai lokal, pengetahuan ekologis, dan struktur sosial adat tidak hanya diakui tetapi juga
terintegrasi dalam kerangka kebijakan nasional dan pembangunan daerah. Ini merupakan
syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang diperintah bersama oleh masyarakat dan
negara, bukan hanya dikelola oleh negara.

4. Dekonstruksi Pendekatan Keamanan menjadi Pendekatan Kesejahteraan
Selama ini, pengelolaan wilayah Papua dalam kerangka kebijakan publik cenderung

dibingkai dalam logika stabilitas keamanan yakni fokus utama pada pengendalian konflik,
penegakan fungsi militer dan instrumen pertahanan daripada pada orientasi pembangunan
yang berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Studi-terkini menunjukkan bahwa
menuju tata kelola yang lebih berkelanjutan, dibutuhkan transformasi paradigma: dari
pendekatan keamanan (security-first) menuju pendekatan kesejahteraan (welfare-oriented)
yang menempatkan hak asasi manusia, inklusi sosial, dan pembangunan manusia sebagai
pusat. Program-program seperti Operasi Militer Non- Perang (OMSP) yang selama ini
dikerahkan dalam bentuk militer berperan dalam ranah sipil perlu dievaluasi secara berkala.
Peran militer dalam urusan non-pertahanan sebaiknya dialihkan kepada lembaga sipil yang
profesional dan masyarakat sipil yang matang, agar negara memperoleh kepercayaan publik
yang lebih besar dan resistensi sosial yang menjadi salah satu latar belakang konflik dapat
dikurangi.

Penelitian terbaru menyebut bahwa transformasi ini bukan hanya soal perubahan
retorika, melainkan juga soal restrukturisasi kelembagaan dan mekanisme kebijakan agar
orientasi kesejahteraan dan hak asasi manusia menjadi paradigma utama pembangunan di
Papua. Sebagai contoh, program “RESPEK” yang dijalankan di Papua menunjukkan bahwa
pendekatan non-militer, dengan melibatkan pemangku adat dan pemimpin lokal, terbukti lebih
efektif dalam mempercepat partisipasi masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.
Sebuah tinjauan terhadap kebijakan keamanan di Papua pula menegaskan bahwa pendekatan
keras yang menempatkan militer sebagai aktor utama justru berisiko memperdalam
ketidakpercayaan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG).

Dengan demikian, penting bagi negara untuk mengubah narasi dari “wilayah rawan
keamanan” menjadi “wilayah kesejahteraan” melalui langkah-strategis seperti penguatan
fungsi sipil, pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan,
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pengukuran outcome berdasarkan kesejahteraan sosial (bukan saja indikator keamanan), serta
akuntabilitas transparan terhadap publik. Transformasi semacam ini tidak hanya akan
memperkuat legitimasi pemerintah dan institusi sipil, tetapi juga mendorong stabilitas yang
lebih berakar pada kesejahteraan dan partisipasi, bukan dominasi instrumen militer.

KESIMPULAN
Relasi antara institusi sipil dan militer di Papua memperlihatkan pola yang konsisten

dengan model subjektif sebagaimana dijelaskan oleh Samuel P. Huntington (1957) dalam The
Soldier and the State, yakni ketika militer tidak lagi berfungsi sebagai alat pertahanan di bawah
kendali otoritas sipil, tetapi justru menjadi aktor dominan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Peran militer di Papua meluas hingga ke ranah pembangunan infrastruktur, distribusi bantuan
sosial, serta tata kelola sosial masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintahan
daerah. Fenomena ini tidak semata-mata mencerminkan kuatnya institusi militer, melainkan
lemahnya kapasitas birokrasi sipil, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan geografis
yang mempersulit penetrasi administrasi negara di wilayah kepulauan dan pegunungan.

Ketergantungan struktural terhadap militer telah membentuk asimetri otoritas dalam sistem
pemerintahan daerah, di mana keputusan publik lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan
keamanan ketimbang prinsip demokrasi partisipatif. Kondisi ini menimbulkan resistensi sosial
dan ketidakpercayaan publik terhadap negara, terutama di kalangan masyarakat adat yang merasa
pengetahuan dan hak-hak tradisionalnya diabaikan. Dalam konteks ini, stability through force
yang dijadikan paradigma utama ternyata justru menghambat legitimasi dan kohesi sosial jangka
panjang. Sebagaimana ditegaskan oleh Schiff (1995) melalui teori concordance, stabilitas sejati
hanya dapat dicapai melalui konsensus antara militer, elite politik, dan masyarakat sipil dalam
kerangka legitimasi sosial.

Studi ini berargumen bahwa keberhasilan tata kelola Papua yang berkelanjutan harus
berpijak pada tiga poros utama: pertama, pemulihan kapasitas sipil melalui penguatan aparatur
lokal dan reformasi kelembagaan; kedua, rekognisi terhadap pengetahuan dan hak-hak
masyarakat adat agar kebijakan pembangunan berakar pada realitas sosial-budaya lokal; dan
ketiga, reposisi militer dalam koridor profesionalisme pertahanan yang terbatas pada fungsi
keamanan nasional. Dengan demikian, pendekatan keamanan di Papua perlu ditransformasikan
menjadi paradigma kesejahteraan dan keadilan sosial.

Integrasi antara teori hubungan sipil-militer dan sosiologi maritim (Connell 2013; Santos
2014) memperlihatkan bahwa ketahanan nasional di wilayah kepulauan seperti Papua tidak dapat
dibangun hanya melalui kekuatan koersif, melainkan memerlukan keseimbangan antara keadilan
struktural, solidaritas sosial, dan partisipasi masyarakat. Langkah strategis ke depan adalah
merancang ulang kebijakan Otonomi Khusus Papua dengan pendekatan hibrida antara negara dan
komunitas—yakni co-governance berbasis partisipasi lokal dan akuntabilitas publik. Jika
reformasi tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka relasi sipil-militer
di Papua akan terus menjadi anomali dalam sistem demokrasi Indonesia yang semestinya
menegakkan supremasi sipil, keterbukaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
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